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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Fenomena Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang  Menunda-nunda 

Pembayaran Di BMT Harum Kepatihan Tulungagung. 

1. Sanksi Atas Nasabah  Mampu Yang Menunda Pembayaran di 

BMT Harum Kepatihan Tulungagung. 

 Dalam era sekarang ini , seringkali kita jumpai  yang ada dalam 

praktek perbankan  maupun lembaga keuangan lainnya yang berkaitan 

dengan  adanya fenomena nasabah yang menunda pembayaran, yang 

pada  kenyataanya nasabah itu tergolong dalm kategori orang mampu 

untuk memenuhi kewajibannya tersebut, dengan berbagai alasan orang 

tersebut dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Tak terkecuali hal 

tersebut juga terjadi pada lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal 

Wattamwil (BMT). Berbagai cara dilakukan pihak BMT Harum  seperti 

memberikan sanksi yang berupa denda sejumlah uang bahkan sampai 

eksekusi jamian yang dijadikan sebagai barang jaminan.   

Jumlah pembiayaan yang ada di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung yaitu sekitar pada tahun 2017 sejumlah 1453 dan tahun 

2018 jumlah 1493 nasabah hal ini mengalami sedikit peningkatan 

jumlah nasabah. Untuk jumlah nasabah mampu yang menunda
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 pembayaran di BMT Harum Kepatihan Tulungagung pada 

tahun 2017  sebesar 3 % dari jumlah nasabah pembiayaan. Selanjutnya 

untuk tahun 2018 mengalami peningkatan sejumlah 1% nasabah 

mampu yang menunda-nunda pembayaran total sebanyak 4% dari 

jumlah nasabah pembiayaan.  

     Dalam memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda 

pembayaran dikenakan sanksi berupa denda atau ganti rugi. 

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah kompensasi, denda yang 

dikenakan karena pelanggaran kesepakatan disebut dengan ta‟wid. 

Pelanggaran kesepakatan yang dimaksud adalah jika salah satu pihak 

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan 

sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya. Ta‟wid 

adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau 

kekeliruan. Ta‟wid yang dimaksud untuk menutup kerugian yang 

dialami dapat berupa benda atau uang tunai.
144

 

Dalam menyelesaiakan utang-piutang, ada beberapa alternative yaitu: 

a. Melakukan restruktrurisasi terhadap utang yang ada antara lain 

dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku 

atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang  orang yang berutang. 

b. Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama 

mempunyai tagihan/piutang (kredit) pada pihak lain ,  maka orang 

yang berutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan 

mengalihkan beban utang kepadanya.
145

 

c. Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/jaminan 

pembayaran utang oleh orang lain . Penanggungan atau garansi 

pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa 
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 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syariah...,, hal.69. 
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kesetiakawanan, atau adanya hubungan antara penanggungdan 

tertanggung sehingga dua belah pihak mengatur penanggungan itu.  

d. Bagi yang berutang(debitur), sedangkan harta atau asset yang 

dimilikinya habis dan tidak mampu membayar  utang-utangnya, 

dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (muflis). Bagi 

yang dinyatakan bangkrut, maka orang tersebut tidak dapat 

melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang dimilikinya.  

Dan harta tersebut dialokasikan untuk pembayaran utang yang 

menjadi tanggungannya. 

e. Pengampuan 

Yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan 

bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim 

memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan 

pembayaran utangnya. 

f. Eksekusi Jaminan 

Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan utang-

utangnya, padahal dia mampu salah satunya bisa menerapakan 

hukuman berupa eksekusi jaminan.
146

 

BMT Harum Kepatihan Tulungagung telah mengantisipasi 

untuk mengatasi fenomena pembiayaan bermasalah bagi nasabah 

mampu menunda pembayaran  dengan  adanya  pemberlakuan  

sanksi terhadap nasabah tersebut. Meskipun antisipasi telah 

dilakukan tapi masih ada saja nasabah nakal yang melakukan 

penundaan pembayaran, jika hal tersebut masih dilakukan maka 

pada akhirnya sanksi pun diberlakukan bagi nasabah tersebut. 

Musyawarah dilakukan untuk memotivasi nasabah agar 

tidak lalai dalam membayar angsuran pembiayaan hal ini bagi 
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nasabah yang melapor jika ia tidak membayar. 

Teguran ini bertujuan  untuk  mengingatkan nasabah 

bahwa ada etika dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang 

telah disepakati diawal permbutan akad. BMT  Harum Kepatihan 

memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan 

pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat 

pembayaran masih dalam  rentang waktu pengecualian dari 

tanggal  jatuh tempo pembayaran pembiayaan yaitu sekitar 15 hari 

terlebih untuk nasabah baru yang masih pertama melakukan 

pembayaran pembiayaan. 

 Black list untuk pengajuan berikutnya sanksi ini diberikan 

kepada nasabah yang telah diberikan sanksi denda namun tidak 

mengindahkan sanksi tersebut. Maka untuk pengajuan pembiyaan 

selanjutnya nasabah dapat terkena black list yakni penolakan 

maupun pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan pengajuan 

pembiayaan. 

Sanksi untuk mengatasi anggota yang tidak segera 

membayar, pihak lembaga akan melakukan penagihan secara 

intensif sampai anggota tersebut melakukan pembayaran terhadap 

tanggungannya. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, ketika 

anggota terlambat membayar maka akan dikenakan denda. 

Pembebanan denda hanya dilakukan ketika anggota yang 

bersangkutan tidak melakukan pembayaran dengan alasan yang 



92 
 

 

tidak syar‟i atau dengan unsur kesengajaan. Besar pembebanan 

denda tersebut sebesar 0,1 % perhari dari nilai pembiayaan yang 

diberikan oleh lembaga. 

Jika keterlambatan pembayaran sering terjadi maka pihak 

lembaga akan mengeluarkan surat peringatan yang pertama. 

Pemberian surat peringatan dilakukan sebanyak tiga kali dan 

jangka waktu yang diberikan relatif, sesuai dengan kebijakan 

dari lembaga. Jika surat peringatan tidak ada tanggapan dari 

anggota yang bersangkutan, maka akan dilakukan eksekusi 

jaminan oleh lembaga. 

 Eksekusi dilakukan dengan mengajak anggota tersebut 

menjual jaminan bersama-sama. Setelah dijual bersama dengan 

harga yang telah disepakati, maka uang dari hasil penjualan 

tersebut digunakan untuk menutupi tanggungan dari anggota 

yang bersangkutan. Jika terdapat sisa maka sisa uang tersebut 

akan dikembalikan kepada anggota tersebut. namun jika masih 

belum cukup untuk menutupi tanggungan maka kekurangan 

tersebut masih menjadi tangungan anggota tersebut dan pihak 

lembaga akan memberikan waktu untuk menutupi kekurangan 

tersebut. 

Hanya saja, dalam bentuk-bentuk sanksi-sanksi di atas belum 

termuat dalam  surat akad  perjanjian pembiayaan yang telah 

disepakati dan  ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam 
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akad  perjanjian di BMT Harum Kepatihan Tulungagung hanya 

tercantum sanksi berupa denda dan eksekusi jaminan saja, hal 

itupun tidak dijelaskan secara detail. Terkait sanksi berupa 

musyawarah, surat peringgatan, black list nasabah tersebut tidak 

ada. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

bentuk-bentuk sanksi atas nasabah mampu yang menunda 

pembayaran pembiayaan di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung berupa pengenaan denda/ ganti rugi  adalah serupa 

dengan sanksi yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah  pasal 38 dan Ta‟wid dapat diminta berupa 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau kerugian yang menimpa 

harta benda pihak berpiutang.  Penerapan  ta‟wid  juga dapat 

dilakukan oleh pihak bank karena pihak berhutang menunda-

nunda pembayaran padalah ia mampu, dengan tujuan untuk 

membuat jera pihak berhutang. Berlakunya ta‟wid ini jika bank 

telah  mengeluarkan biaya-biaya rill dalam rangka penagihan 

hak yang harus dikeluarkan.
147

 

 Yang mana sanksi berupa musyawarah, pemberian surat 

teguran tersebut tidak dicantumkan dalam pembuatan awal akad 

perjanjian antara pihak BMT Harum dengan nasabah alasan untuk 
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meminimalisir kerugian atau agar jumlah nasabah  dalam hal  

penundaan pembayaran berkurang dengan  sanksi yang tegas saja.   

Sedangkan dalam  hal praktik pengajuan permohonan 

pembiayaan di BMT Harum Kepatihan Tulungagung melalui 

beberapa prosedur dan persyaratan. Mulai dari pengajuan 

pembiayaan, calon nasabah pembiayaan harus datang secara 

langsung  ke BMT Harum Kepatihan Tulungagung untuk 

mengajukan pembiayaan, selanjutnya pihak BMT melakukan 

analisa terhadap calon nasabah pembiayaan apakah permohonan 

pembiayaan calon nasabah  tersebut layak  diterima atau ditolak, 

jika terima oleh pihak BMT Harum dan layak maka calon nasabah 

diminta untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah 

ditentukan seperti mengumpulkan surat dan dokumen-dokemen 

berupa fotokopi KTP,KK,BPKB,STNK  serta dilihat dari 

pekerjaan yang dimiliki, setelah dilihat dari dokumen-dokumen 

tersebut untuk selanjutnya dipelajari oleh pihak BMT Harum, 

akan mengambil keputusan apakah jaminan dengan pembiayaan 

yang diajukan seimbang. Jadi jika dilihat antara jumlah 

pembiayaan dan jaminan seimbang maka anggota layak 

mendapatkan pembiayaan tersebut. 

Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung tersebut yaitu dilihat dari jaminan yang diajukan 

serta dilihat dari pekerjaan. Analisa pekerjaan dilakukan oleh 
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pihak BMT untuk mengetahui kemampuan anggota dalam 

mengangsur, bukan itu saja akan tetapi karakter anggota juga 

diperhatikan oleh pihak BMT karena itu berpengaruh pada 

kemauman anggota dalam membayar angsuran. Apakah anggota 

tersebut mempunyai itikad baik atau tidak serta melakukan survey 

tempat tinggal calon nasabah. Namun ketika nasabah mengajukan 

pembiayaan murabahah setelah penandatanganan selesai 

besertaan dengan penyerahan bahan jaminan berupa 

BPKP/sertifikat tanah, disitu nasabah diwajibkan untuk membayar 

uang muka, walaupun jumlahnya tidak ditentukan oleh pihak 

BMT Harum Kepatihan Tulungagung. 

2. Kriteria Penentuan Nasabah yang Layak  Dikenakan Denda dalam 

Penundaan Pembayaran Pembiayaan di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung. 

Kewajiban ta‟wid  dapat berbeda baik pada karakter maupun 

tujuannya. Ta‟wid dapat ditetapkan untuk  melindungi hak-hak 

individu. Karena kewajiban  pada ta‟wid bertujuan untuk mengganti 

atau menutupi kerugian.
148

 Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sanksi dapat 

dilakukan terhadap nasabah yang melakukan  ingkar  janji apabila 

melakukan kesalahannya sebagai berikut: 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya 
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b.  Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak 

sebagaimana    dijanjikannya 

c.  Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan.
149

 

Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: 

a.  Pihak yang melakukan  ingkar janji setelah dinyatakan ingkar 

janji, tetap melakukan ingkar janji 

b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibutuhkannya, hanya dapat 

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 

ditentukannya 

c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan 

bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di 

bawah paksaan.
150

 

Sebagaimana telah dijelaskan pula pada bab sebelumnya, BMT 

Harum Kepatihan Tulungagung juga memberlakukan sanksi atas 

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Hal ini dilakukan 

berdasarkan  kebijakan dari hasil rapat pengurus BMT Harum 

Kepatihan Tulungagung. Yang menjadi pedoman BMT Harum 

Kepatihan Tulungagung dalam mengenakan denda  kepada  yaitu 

sebagi berikut: 

a. Kondisi Rumah Nasabah 

Kondisi rumah nasabah dapat dikategorikan layak huni atau tidak, 

serta asal usul dari pendirian rumah itu didirikan dengan uang 

nasabah sendiri. Apabila rumah nasabah itu bagus dan 
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pembangunan hasil dari harta  nasabah itu sendiri dapat di jadikan 

satu persyaratan sebagai nasabah mampu dikenakan denda namun 

masih diikuti syarat lainnya. 

b. Harta Yang Dimiliki Nasabah 

Harta benda yang dimiliki oleh nasabah ketika diadakan penagihan 

bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan kepemilikannya 

memang milik nasabah itu sendiri bukan dari pemberian orang lain. 

Maka harta ini memang benar miliki nasabah, maka nasabah dapat 

dikategorikan dalam nasabah mampu.  

c. Penghasilan Nasabah 

Pekerjaan yang dimiliki nasabah saat mengajukan pembiayan dapat  

dijadikan tolok ukur berapa jumlah penghasilan nasabah tersebut.  

Sehingga dapat dikatakan nasabah itu bisa dikenakan denda atau 

tidak. 

d. Usaha Nasabah 

Keadaan usaha yang digeluti oleh nasabah tersebut dapat dijadikan 

tolok ukur bahwa  nasabah itu mampu atau tidak. Sebab apabila 

usaha yang digeluti nasabah tersebut berjalan lancar dan  

berkembang pesat  maka nasabah tersebut bisa dikatakan nasabah 

mampu dan dikenakan denda. 

e. Keterangan Tetangga Sekitar Rumah Nasabah 

Informasi dari tetangga sekitar rumah nasabah dapat  dijadikan  

untuk menanyakan kebenaran dari keterangan nasabah tentang 
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keadaan  ekonomi yang dialami sampai permasalahan yang sedang 

dihadapi nasabah. Sebab tetangga sekiatar rumah nasabah 

merupakan orang yang paham betul keadaan keseharian nasabah 

dan bisa memantau secara kasap mata tentang keadaan yang 

sebenarnya dari nasabah.  

Kriteria di atas merupakan kriteria  nasabah yang mampu 

Menurut BMT Harum Kepatihan Tulungagung telah memenuhi 

semua kategori di atas. Apabila dari nasabah tersebut hanya 

memiliki satu kategori persyaratan dan dirasa kurang dapat 

dikatakan nasabah mampu, selanjutnya sanksi denda ini tidak 

diberlakukan  kepada nasabah itu. Pada kenyataan praktiknya 

dalam melakukan akad perjanjian pembiayaan  mudarabah dengan  

nasabah yang  yang terdapat dalam  pasal IV (empat) yang  

berbunyi  “Apabila  terjadi keterlambatan membayar angsuran  

tanpa alasan yang syar‟I , maka pihak II akan  dikenakan denda 

sebesar :0,1% per hari  dari tunggakan angsuran, dimana denda 

tersebut akan disalurkan kepada kaum duafa‟
151

. Sudah sangat 

jelas bahwa pengenaan denda yang di praktikkan oleh BMT Harum  

hanya dikenakan kepada orang yang mampu  saja, yang mana di 

dalam akad  tidak tertulis dengan jelas sanksi dikenakan bagi 

nasabah mampu atau tidak, namun pihak BMT Harum hanya 

mengenakan sanksi tersebut bagi nasabah mampu saja yang 
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dikenakan sanksi denda kecuali ada alasan yang kuat sesuai kriteria 

yang ditetapkan BMT Harum  akan dilakukan rapat dengan 

anggota apakah orang tersebut dihapuskan hutangnya atau diberi 

kesempatan sampai bisa membayar, hal ini  telah sesuai dengan 

pasal 36 dan 39 Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah . 

3. Faktor-Faktor Penyebab Penentuan Denda Bagi Nasabah Mampu 

Yang Menunda Pembayaran di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung. 

  Dalam melakukan akad utang-piutang Islam mengajarkan 

beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama 

manusia. Beberapa etika utang-piutang yaitu: 

a. Menepati Janji 

Apabila telah diikat dengan perjanjian utang/pembiayaan untuk 

jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan  pihak 

yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang/ 

kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji 

adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-

janjinya.  

b.  Menyegerakan Pembayaran Utang 

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membayar 

sangkut-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami 

kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka 

adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh 

membayar utangnya. 
152
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c. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang 

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu 

termasuk perbuatan yang tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim, 

bahkan bisa dianggap sikap orang yang meningkari janji (munafiq). 

d. Lapang Dada Ketika Membayar Utang  

Salah satu akhlak mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) dalam 

pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap 

menunda-nunda,  mempersulit dan menahan hak orang lain. 

e. Tolong-menolong dan Memberi Kemudahan 

Sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan 

kesulitannya  yang diterima oleh orang lain ,  Islam menelia akhlak 

mulia/terpuji.  Islam mengakui dan membolehkan utang-piutang , 

walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang 

mendesak dan berupaya  sesegera mungkin untuk membayarnya. 

Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai perbuatan 

tercela, apalagi dalam keadaan mampu.
153

 

Suatu lembaga keuangan syariah  memiliki dua faktor yang 

menyebabkan nasabah melakukan  wanprestasi, yaitui faktor diluar 

kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang 

dapat menghambat proses produksi baik sebagian maupun secara 

menyeluruh dan kesengajaan. Sedangkan yang dibolehkan bagi 

lembaga keuangan syariah untuk memberikan sanksi yaitu akibat  

faktor kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah. Pemberian sanksi 

itupun  harus dilakukan  untuk sekedar  memberi pelajaran agar 

nasabah lebih menghormati lembaga keuangan syariah yaitu  BMT 
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Harum Kepatihan Tulungagung selaku pihak penyedia dana untuk 

nasabah. Sedangkan faktor memiliki utang-piutang yaitu: 

a.  Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan 

kebutuhan ekonomi. 

b.  Kebiasaan  berhutang , sehingga apabila utangnya sudah lunas 

rasanya tidak puas jika tidak berhutang lagi. 

c.  Karena kalah judi, sehingga ia berhutang untuk segera 

membayar kekalahannya. 

d.  Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa di 

capainya. 

e.  Untuk dipuji orang lain, sehingga berhutang demi memenuhi 

yang di inginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).
154

 

Faktor-faktor yang menyebabkan  nasabah yang dikenakan 

denda dalam  hal penundaan  pembayaran angsuran pembiayaan 

seperti karakter dari nasabah  tersebut/ atau tidak ada itikad baik yang 

mana pihak nasabah sengaja tidak membayar atau lalai, tidak 

amananah  sampai jangka waktu yang disepakati telah habis. Faktor 

lain  yang menyebabkan nasabah  dikenakan denda  yaitu mereka 

memiliki uang malas membayar utang,  namun malah dibelikan 

kebutuhan tersier  seperti montor baru misalnya. Yang terakhir  

keluarga, belum bisa membayar yaitu  ada uang   namun  karena waktu 

itu bersamaan dengan keperluan anak sekolah jadi nasabah tersebut 

mendahulukan kepentingan anak sekolah. Sikap-sikap para nasabah di 
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BMT Harum Kepatihan Tulungagung tersebut tidak sesuai dengan 

etika dalam utang-piutang dalam Islam yang yaitu etika tidak 

menempati janji, menunda-nunda pembayaran yang dilarang dalam 

islam. Dimana pihak BMT sudah melakukan pertolangan dengan 

menyetujui pembiayaan para nasabah yang menunda angsuran 

pembayarannya dengan demikian pihak BMT  bisa mengenakan sanksi  

pada nasabah tersebut agar bisa disiplin dalam membayar angsuran 

yang di dukung berdasarkan hadist nabi. 

Rasulullah SAW bersabda: 

 

Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda,”Orang yang mempunyai 

harta [mampu] untuk membayar utang lalu menangguhkan 

pembayaran itu tanpa ada udzur, maka diperbolehkan untuk 

mencela dan menghukumnya.”(HR. Abu Dawud dan An-Nasai.)
155

 

 

       Bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang pengharaman 

mengulurulur waktu pada penundaan hutang apabila dalam 

keadaan kaya dan mampu untuk melunasinya. Bahwasanya orang 

kaya yang mengulur-ulur pelunasan  hutang maka pemilik hutang 

tidak berdosa untuk menjulukinya sebagai orang yang lalai akan 

pelunasan hutang dan mengulur-ulur waktu serta tidak mau 

melunasi hutangnya, dan orang yang tidak mampu untuk melunasi 
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hutangnya, maka tidak halal bagi pemilik hutang untuk mencoreng 

kehormatanya namun harus menunggu hingga ia lapang dada. 

Pengecualian bagi para nasabah yang melakukan 

penundaan pembayaran angsuran karena faktor diluar 

kekuasaannya sebaiknya diberikan perpanjanan  dalam  melakukan 

pembayaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-

Baqarah ayat 280 tentang perintah memberikan tangguhan bagi 

orang-orang yang mengalami kesusahan sehingga tidak mampu 

membayar.  

قوُاِخَيْرٌِلكَُمِِْۖإنِِْكُنْتُمِْتَعْلمَُونَِ  وَإنِِْكَانَِذُوِعُسْرَةٍِفَنَظِرَةٌِإلِىَِٰمَيْسَرَةٍِِۚوَأنَِْتَصَدَّ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 

berilah tangguh sampai dia berkelapangan.  Dan menyedekahkan 

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui
156

. 

Penjelasan  ayat tersebut yaitu  apabila ada orang  memiliki 

hutang kepada kita dan orang tersebut dalam keadaan sulit untuk 

melunasi hutangnya, maka kita harus menunda utang orang tersebut 

sampai orang itu mampu membayar atau lebih baik jika kita 

mengiklaskan utang orang tersebut. BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung membedakan antara orang mampu dan tidak dalam 

mengenakan sanksi dengan mempertimbangkan faktor apa yang 

menyebabkan nasabah tersebut melakukan keterlambatan pembayaran 

angsuran. 
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4. Praktik Pelaksanaan Denda Kepada Nasabah yang Mampu 

Menunda Pembayaran Angsuran Di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung. 

Menurut ketentuan pasal 38 dalam buku Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang 

melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut: 

a.   Membayar ganti rugi 

b.  Pembatalan akad 

c. Peralihan risiko 

d. Denda dan  atau 

e. Membayar biaya perkara.
157

 

BMT Harum juga menerapkan denda bagi orang yang ingkar 

janji sesui dengan ketentuan pasal di atas. Praktek pelaksanaan denda 

kepada nasabah mampu yang menunda pembayaran angsuran di BMT 

Harum pengenaan denda pertama-tama bagian pembiayaan melakukan  

survey ke lapangan, hal ini untuk menentukaan keadaan nasabah jika 

mampu maka setelah terbukti ia mampu tapi tidak membayar angsuran 

pihak bagian  pembiayaan melaporkan ke bagian administrasi. 

Selanjutnya oleh bagian administrasi dihitung jumlah margin dan 

dendanya berapa yang harus diberikan kepada nasabah tersebut.  

Denda uang, maka besar dan  kecilnya jumlah uang  tidak 

didasarkan pada  pepersetujuan  kedua belah  pihak.  Prakteknya di 

BMT Harum  telah menerapkan sanksi denda uang yang besarannya 

telah ditentukan  oleh pihak BMT Harum. Sedangkan penetapan 

                                                           
157

 Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 



105 
 

 

besaran dan kesepakatan diberlakukannya sanksi ini dilakukan oleh 

kedua belah pihak pada saat awal perjanjian.  Besaran denda  yang 

diberlakukan BMT Harum yaitu  dengan sitem harian atau bulanan jika 

harian dikenakan  0,1 % perhari dari angsuran pembiayaan dikalikan 

jumlah hari keterlambatan. Dan denda sebesar 3 % per bulannya 

kepada semua nasabah yang mampu, yang mengalami keterlambatan 

dalam membayar angsuran. Namun pelaksanaannya denda tersebut 

dapat ditawar (nego) jika punya tabungan disini  dana hasil denda 

masuk kedalam dana sosial bukan pendapatan BMT. Tujuan dari BMT  

Harum dalam  memberlakukan adanya praktik denda agar para anggota 

lebih disiplin dan adanya efek jera pada anggota yang nakal.  

BMT Harum tidak  memberikan sanksi denda, apabila nasabah 

sebelum terlambat membayar angsuran memberikan konfirmasi 

terlebih dahulu sebelum jatuh tempo pembayaran. Nasabah yang 

terlambat membayar dengan sengaja dan tidak memberi konfirmasi 

terlebih dahulu sampai batas waktu  60 hari maka nasabah dikenakan 

sanksi denda.  

Pihak BMT itu mengirimkan surat tagihan kepada nasabah 

pembiayaan itu yang berisi jumlah pembiayaan yang belum 

dikembalikan beserta denda yang dikenakan kepada nasabah 

pembiayaan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan pada bulan ke 3 kali 

setelah nasabah  tidak membayar angsuran selama 2 bulan kali 

angsuran. Pengenaan denda diberlakukan  pada akhir waktu pelunasan  
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jika nasabah tersebut sudah menerima surat penagihan, sebelum waktu 

pelunasankan masih masuk dalam waktu membayar angsuran, lalu 

ketika waktu  pelunasan nasabah diberitahu kembali bahwa nasabah 

harus membayar denda sekian dengan keterlambatan pembayaran 

sekian bulan serta sisa jumlah angsuran yang belum di lunasi. 

Tindakan pemberlakuan sanksi oleh BMT Harum telah sesuai dan 

tidak menyimpang dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

Perbuatan yang sengaja mengulur-ulur waktu tidak membayar 

hutang padahal ia mampu, termasuk akhlak yang tercela dan 

dipandang sebagai perbuatan dhalim. Rasulullah SAW bersabda: 

ِ  رَسُولَ  أنَ   عنه الله رضى  هرَُي رَةَ  أبَىِ عَه    فإَذَِا ، ظلُ م   ال غَنىِ   مَط لُ  قاَل وسلم عليه الله صلى الله 

فلَ يتَ بعَ   مَلىِ   عَلىَ أحََدُكُم   أتُ بعَِ    

 

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya 

merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan 

kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah 

beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR. Bukhari dalam 

Shahihnya IV/585 no.2287, dan Muslim dalam Shahihnya 

V/471 no.3978)
158

 

Orang yang mengambil pinjaman dengan sengaja tidak berniat 

membayarnya, maka perbuatan ini lebih zhalim lagi dan dipandang 

sabagai penipuan.  Hadis tersebut juga menegaskan bahwa pentingnya 

pembayaran hutang oleh orang yang berhutang, apalagi jika yang 
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berhutang adalah orang yang kaya atau mampu maka diwajibkan 

baginya untuk membayar dan tidak boleh untuk menangguhkan 

hutangnya. Jadi yang dikenakan denda atas penundaan pembayaran 

adalah orang mampu saja tidak boleh untuk orang yang tidak mampu , 

tindakan yang dilakukan oleh BMT Harum sudah sesuai dengan hadis 

ini.  

  

5. Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Oleh BMT Harum 

Kepatihan Tulungagung. 

Dalam perihal nasabah yang menunda pembayaran yang 

diberlakukan oleh BMT Harum Kepatihan Tulungagung bagi nasabah 

yang menunda-nunda angsuran pembayaran yaitu dalam bentuk  

pemberian sanksi denda dan penyitaan harta jaminan yang dijadikan 

barang jaminan. Eksekusi jaminan bagi debitur yang sengaja tidak mau 

menyelesaikan utang-utangnya, padahal dia mampu salah satunya bisa 

menerapakan hukuman berupa eksekusi jaminan.
159

 

Hal itu serupa dengan yang dlakukan BMT Harum Kepatihan 

yaitu altertnatif yang dipilih oleh BMT Harum  Harum Kepatihan 

Tulunagagung jika nasabah  mulai dari musyawarah  sampai diberikan 

surat penagihan ke 1,2,3 tidak ada tanggapan dari nasabah maka pihak 

BMT Harum melakukan eksekusi jaminan.  Dalam perjanjian pasal IV 

(enam) yang disepakati oleh nasabah  pihak BMT akan melakukan 

eksekusi ika nasabah terlambat membayar angsuran selama 3 kali 

itupun dilakukan setelah adanya denda yang tidak dibayar-bayar oleh 

                                                           
159

 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah…,hal.79-81. 



108 
 

 

nasabah meskipun belum waktunya jatuh tempo pembayaran. Maka  

pihak BMT dengan berat  hati akan  meminta nasabah pembiayaan 

untuk menjual barang jaminan secara ridho bi ridho, keiklasan dan 

kesukarelaan pihak BMT tidak menekankan keterpaksaan, guna 

melunasi  sisa pembiayaan di BMT dari pada terlalu berkepanjangan 

urusannya. Namun, apabila harga penjualan/ hasil lelang lebih dari sisa 

pembiayaan, maka pihak BMT akan mengembalikannya  kepada 

nasabah pembiayaan. 

6. Kendala yang Dihadapi BMT Harum  Kepatihan Tulungagung 

dalam Mengatasi Nasabah Mampu yang Menuda-nunda 

Pembayaran. 

Dalam pemberlakuan sanksi kepada nasabah yang mampu 

menunda-nunda pembayaran kendala yang dihadapi oleh BMT 

Harum  Kepatihan Tulungagung adalah  kebanyakan dari karakter 

nasabah itu sendiri yang sulit untuk membayar hutang mereka jika 

ditagih tidak langsung membayar mereka butuh waktu dalam 

membayar, pura-pura pergi jika mau didatangi kerumah, mereka 

selalu mencari banyak alasan jika ditagih/ susah ditemui padahal 

sudah tahu jika pihak BMT Harum akan  mengantarkan surat 

penagihan yang berisi jumlah denda dan sisa angsurannya. 

Sehingga mereka malas untuk membayar dan mengakibatkan 

penundaan pembayaran angsuran. Itu juga yang kendala yang 

dirasakan oleh BMT Harum Kepatihan Tulungagung. Dan pihak 

BMT selalu melihat dari berbagai kondisi untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan penundaan pembayaran ini dengan 

cara kekeluargaan. Namun jika sudah tidak bisa diselesaikan 

dengan cara ini maka pihak BMT menyelesaikannya melalui jalur 
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hukum yang mana telah sesuai dengan penyelesaian utang-piutang 

dengan pengampuan. Yaitu larangan bagi seseorang untuk 

melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. 

Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang 

untuk keperluan pembayaran utangnya.
160

 

 

B. Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang  Menunda  Pembayaran Di BMT 

Harum  Kepatihan Tulungagung Dalam Persfektif Maqashid Syariah 

Fil Muamalah. 

BMT Harum Kepatihan Tulungagung berkonstribusi dalam 

meningkatkan perekonomian dan memberikan kemudahan  bagi nasabah 

yang membutuhkan batuan dana. Sampai sekarang ini BMT Harum 

Kepatihan dalam menjalankan bisnisnya dan mengemban misi sosial.  

Maka dalam  operasionalnya  harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah 

dan juga fatwa-fatwa yang dijadikan pedoman oleh BMT Harum dalam 

operasionalnya. 

Berangkat dari kajian pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwasannya tujuan adanya penetapan nilai dan prinsip syariah yang kerap 

disebut maqashid syariah merupakan hal yang penting  dalam kajian 

ekonomi islam atau bermuamalah. Penekanan konsep maqashid syariah 

secara umum dari kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an yang menunjukkan 

hukum-hukum yang diturukan oleh Allah SWT memiliki kemaslahatan. 
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Melakukan tolong menolong antar sesama adalah hal yang dianjurkan 

dalam hal bermuamlah seperti yang dijelaskan dalam hal kebajikan 

termasuk utang-piutang. Firman Allah Swt  Surat Al Maidah Ayat 2: 

قْوَىٰ  ثِْْ وَالْعُدْوَانِ  ۖ  وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِّْ وَالت َّ وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ  
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan  dan  takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran.
161

 

Melakukan tolong menolong sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid 

syariah merupakan penerapan dari  ayat tersebut untuk melakukan 

kebajikan dan taqwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang 

membutuhkan adalah hal tepat. Seperti BMT Harum yang memiliki 

produk pembiayaan yang memudahkan masyarakat Tulungagung dalam 

meminjam dana. Hal  ini merupakan wujud dari uang titipan yang nasabah 

yang menggunkan produk simpanan di BMT Harum. Selanjutnya uang 

tersebut diputar dalam bentuk produk pembiayaan. Dalam melakukan 

pembiayaan di BMT Harum banyak nasabah mampu yang menunda 

angsuran pembiayaannya, maka BMT memberlakukan sanksi bagi para 

nasabah tersebut. 

Bentuk  pemberian sanksi bagi nasabah di BMT Harum terhadap 

nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah dengan pendekatan 

musyawarah,  BMT akan melihat problem yang dihadapi oleh nasabah. 

Setelah itu dari kedua belah pihak mencari solusi yang terbaik. Yang  
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ketiga, sanksi berupa denda yang ditujukan kepada nasabah yang 

menunda-nunda pembayaran  diterapkan oleh  BMT Harum. Selanjutnya 

jika sudah dikenakan denda dan diberikan SP nasabah tetap tidak mau 

membayar akan dilakukan eksekusi jaminan sebagai tahap terakhir. 

Bahwa orang yang menunda pembayaran sedangkan  orang tersebut  

mampu  maka itu akan berdampak kepada pihak BMT Harum  Kepatihan 

Tulungagung  selaku pengelola uang para nasabah yang menabung di 

BMT Harum Kepatihan Tulungagung  tersebut,  dan hal tersebut akan 

berdampak juga pada oprasional BMT Harum. Apabila hal ini terjadi maka 

perkara tersebut bentuk dari sebuah  kezhaliman dan  hal tersebut harus di 

hilangkan karena tidak ada maslahahnya. BMT Harum dalam mengenakan 

denda tidak  menyamaratakan antara nasabah mampu dengan tidak maka 

hal ini sejalan dengan prinsip maslahat dalam islam  adanya nilai keadilan 

yang diperoleh oleh nasabah yang kesulitan membayar hutangnya. 

Pengunaan metode maslahah dalam menyelesaikan berbagai kesulitan 

yang dialami dalam kehidupan sekarang ini terutama untuk masalah sosial. 

Maqashid Syariah  secara umum dari mensyariatkan hukum 

menjadi tiga kelompok, yaitu : 

a. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat 

kebutuhan  primer  manusia (Maqashid al-Dharuriyyat).  Hal-

hal yang  bersifat kebutuhan  primer manusia,
162

 Kemaslahatan 

ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat 
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diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut 

adalah
163

: 

Sebagai aspek dharuriyyat, kebolehan melakukan 

pemberian sanksi oleh BMT Harum Kepatihan Tulungagung 

kepada nasabah yang menunda pembayaran  yang mana nash-

nash dalam Al-Qur‟an tidak ada yang melarang,  namun 

menganjurkan untuk  membebankan  sanksi bagi nasabah yang 

mampu secara finansial. Dengan adanya nasabah yang 

melakukan penundaan pembayaran pembiayaan tersebut disini 

akan memakan hak orang lain yaitu uang tabungan nasabah 

yang ada di BMT Harum Kepatihan Tulungagung 

b. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat 

kebutuhan sekunder manusia (Maqashid al-Hajiyat) 

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik 

tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan 

manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan 

memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah ( tukar 

menukar). Islam  telah mensyariatkan sejumlah hukum dalam 

berbagai ibadah, muamalah dan uqubah (pidana), yang dengan 

itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan 

beban manusia.
164

 

Sebagai aspek hajjiyyat (sekunder), sanksi kepada 

nasabah yang menunda pembayaran adalah hal yang lazim 

dilakukan oleh pihak BMT Harum yang  tujuannya agar 

nasabah lebih memperhatikan lagi terhadap kewajiban 
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hutangnya kepada pihak BMT Harum. Yang mana BMT 

Harum seharusnya mendapatkan keuntungan dengan 

mengeluarkan jasa pembiayaan, karena banyak nasabah yang 

melakukan penundaan pembayaran pihak BMT Harum tidak 

mendapatkan laba. Pelaksanaan praktik sanksi denda dan 

eksekusi jaminan yang dibebankan pada nasabah mampu  yang 

menunda pembayaran pembiayaan adalah alternatif yang 

diambil pihak BMT Harum terhadap pemberian  pinjaman 

kepada nasabah, demi menghindari moral hazard nasabah yang 

tidak bertanggungjawab  terhadap akad  pembiayaan yang 

disepakati. Orang–orang yang mampu menunda-nunda 

pembayaran termasuk kedalam orang yang zhalim sebagaimana 

hadis nabi. Perbuatan yang sengaja mengulur-ulur waktu tidak 

membayar hutang padahal ia mampu, termasuk akhlak yang 

tercela dan dipandang sebagai perbuatan zhalim. Rasulullah 

SAW bersabda: 

ِ  رَسُولَ  أنَ   عنه الله رضى  هرَُي رَةَ  أبَىِ عَه    ال غَنىِ   مَط لُ  قاَل وسلم عليه الله صلى الله 

فلَ يتَ بَع   مَلىِ   عَلىَ أحََدُكُم   أتُ بعَِ  فإَذَِا ، ظلُ م     

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh 

orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang 

kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, 

maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR. 

Bukhari dalam Shahihnya IV/585 no.2287, dan Muslim dalam 

Shahihnya V/471 no.3978)
165
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c.  Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat 

kebutuhan pelengkap manusia (Maqashid al-Tahsini). 

Manusia  mempunyai  kepentingan-kepentingan yang bersifat 

pelengkap, ketika Islam mensyariatkan bersuci 

(thaharah),disana dianjurkan beberapa hal yang dapat 

menyempurnakannya.
166

  

Sedangkan pada tingkatan aspek tahsiniat (tersier), sanksi 

ini bentuk dari mencegah  terjadinya resiko keuangan yang 

akan terjadi. Maka perlindungan terhadap resiko keuangan  

tersebut adalah bentuk dari penjagaan  harta (hifzulal-mal).  

Apabila tidak diterapkan oleh BMT Harum  maka akan 

merugikan  pihak BMT, liquiditas BMT akan terganggu akibat 

penunggakan angsuran. Akibat adanya nasabah yang 

melakukan penundaan pembayaran maka pihak BMT Harum 

tidak bisa memutarkan dana kembali sebagai produk 

pembiayaan. 

    Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-

persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi 

kebutuhan masing-masing untuk menghindari kesewenang-

wenangan  dalam  bermuamalah,  agama mengatur sebaik-baiknya 

masalah ini sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip- prinsip yang di 

kandung oleh Al-Qur‟an dan al-hadis.  Itulah  sebabnya bahwa bidang 

muamalah tidak bisa dipisahkan sama  sekali  dengan  nilai-nilai 

ketuhanan.
167

 

Pertama, prinsip dasar dalam bermuamalah adalah untuk 
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mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan 

dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang 

mengintari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat 

perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan aqidah, akhlak, 

dan ibadah. Dalam persoalan akidah, syari‟at Islam bersifat 

menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang 

menyangkut aqidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi 

manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam bidang akidah ini. 

Di dalam bidang akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan 

sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifat-sifat 

tercela yang harus di hindari oleh umat Islam.  

Selanjutnya di bidang ibadah bahkan prinsip dasarnya adalah 

tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim jika 

tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan 

sebagaimana aqidah fiqh yang meyatakan “Prinsip dasar dalam 

bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya”. Kedua, 

jenis dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai 

ditemukan dalil-dalil yang melarangnya. 
168

 

               Adapun kaidah fikih dalam hal ini adalah: 

 الَضَّرَرُ يُ زاَلُ 

                   artinya: bahaya itu harus dihilangkan
169

 

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan 

dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh 

oranglain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain, 

kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk 

pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam 
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mempergunakan hak utilitasnya pada hal-hal yang menimbulkan 

bahaya bagi orang lain.  Jadi, selama tidak ada dalil yang melarangnya 

maka semua bentuk muamalah boleh dilakukan. Hukum memberikan 

sanksi kepada orang yang melakukan penudaan pembayaran hutang 

tersebut adalah boleh karena mencegah suatu kerusakan. 

 Pemberian sanksi kepada nasabah mampu yang menunda 

pembayaran pembiayaan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci 

dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur‟an dan hadits yang menyebutkan 

pelakasanaan pembayaran denda ataupun eksekusi jaminan pada hal 

keterlambatan. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya  adalah 

boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah  

 الَضَّرَرُ يُ زاَلُ 

                   artinya: bahaya itu harus dihilangkan
170

 

  Dalam kaitannya dengan muamalah, pelaksanaannya 

diserahkan kepada manusia sesuai dengan kondisi sepanjang tidak 

bertentangan dengan tujuan pokok hukum islam atau sering disebut 

maqashid syariah. Hukum pemberian sanksi kepada nasabah mampu 

yang menunda pembayaran pembiayaan di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung adalah diperbolehkan (mubah), karena telah 

melaksanakan kaidah kemudhorotan harus dihilangkan dapat 

diartikan bahwa kerugian yang diterima oleh pihak BMT Harum 
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Kepatihan Tulungagung yang disebabkan oleh nasabah mampu yang 

melakukan penundaan pembayaran, kerugian harus dihilangkan 

engan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kesulitan yang sangat 

menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan 

maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan 

manusia. 

Pada prinsip umum muamalah yaitu melakukan pertimbangan 

atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Tujuan 

kemaslahatan dalam Islam yaitu segala bentuk kebaikan dan  yang 

mendatangkan manfaat yang bagi indivisu atau kelompok serta 

duniawi ataupun uhrowi. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat 

apabila  memenuh unsur kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat 

membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek di atas dan tidak 

menimbulkan mudharat dan merugikan salah satu aspek.  
171

  

Dalam hal ini manfaat yang ditimbulkan dari penerapan sanksi 

yang diberlakukan oleh BMT Harum Kepatihan atas keterlambatan 

pembayaran pembiayaan ialah menjadikan nasabah selalu mentaati 

peraturan yang ditetapkan oleh pihak BMT Harum Kepatihan 

terkhusus dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan 

pembiayaan agar tertib setiap bulannya. Hal ini juga bisa memberikan 

efek jera kepada nasabah yang lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik dari 
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pihak BMT Harum  maupun bagi nasabah. 

Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari 

nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan 

akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai 

khilafah Allah di bumi. Yaitu dimana dalam bermuamalah harus 

memiliki sifat adil dan menghindari dari sifat kedzaliman ataupun 

penindasan. Karena semua bentuk muamalah yang dilakukan 

dengan kedzaliman itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam.
172

Pada 

praktiknya pihak BMT Harum dalam menerapkan sanksi denda  

ataupun eksekusi jaminan kepada nasabah yang tidak menjalankan 

kewajibannya dengan baik sudah cukup adil sebab sanksi tersebut 

bertujuan sebagi efek jera nasabah. Namun, apabila nasabah melapor 

kepada pihak BMT Harum, terkait nasabah tersebut belum bisa 

membayar maka pihak BMT akan memberikan keringanan. Pada 

praktiknya BMT Harum telah menerapkan sanksi bagi nasabah 

mampu, namun  masih banyak nasabah yang tidak melaksanakan 

kewajibannya yaitu membayar angsuran tepat waktu. 

Seluruh yang baik dihalalkan dalam muamalah sebagai sistem 

sosial kemasyarakatan Islam, dapat dipahamkan dari tujuan 

syariahdalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak 

bagi manusia yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan  Harta 

benda, dengan demikian muamalah bagi muslim dapat diartikan 

sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang 

mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. 

Dalam kehidupan keseharian, disamping dituntut untuk selalu 

melakukan habl minAllah (ibadah) sebagai aspek kehidupan 

spritiual, seorang muslim juga dituntut untuk selalu melakukan 

habl min al-nas (hubungan sosial kemasyarakatan dengan 

lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil. Dan keduanya 
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tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. 

penimbunan barang oleh para pedagang  dan  kecurangan-kecurangan  

lainnya.
173

Dana yang terkumpul dari sanksi denda ini menjadi dana 

sosial yang mana pihak BMT Harum akan menyalurkan dana tersebut 

digunakan untuk sumbangan pendidikan ataupun kesehatan bagi 

pihak yang mmbutuhkan. 

Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa 

pelaksanaaan sanksi bagi nasabah mampu yang melakukan  

keterlambatan pembayaran pembiayaan di BMT Harum 

diperbolehkan, dilihat dari tujuan BMT Harum mengenakan sanksi,  

bahwa dengan menerapkan sanksi berupa denda dan eksekusi 

jaminan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi nasabah 

yang lalai melaksanakan kewajibannya agar tidak mengulangi 

perbuatannya kembali dan untuk memberikan efek jera kepada orang-

orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad). 

Hasil yang terkumpul dari denda ini pun disalurkan untuk dana sosial 

dalm bentuk sumbangan pendidikan ataupun kesehatan diwilayah 

Tulungagung, sehingga dari dana denda tersebut dapat dirasakan oleh 

setiap masyarakat yang membutuhkan, serta untuk sanksi berupa 

eksekusi jaminan untuk menutup utang nasabah tersebut jika sisa 

uangnya akan dikembalikan. Menurut penulis jika dikaitkan dengan 

maqashid syariah fil muamalah maka  pelaksanaan sanksi di BMT 

Harum telah sesuai, dalam hal ini nasabah telah zhalim ataupun 

mengingkari akad perjanjian yang disepakati di awal dengan pihak 

BMT Harum Kepatihan Tulungagung. 
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